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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan dua rumusan masalah yang telah 

Penulis jabarkan dalam Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut : 

1. Perdagangan anak (child trafficking) adalah bentuk perdagangan 

manusia (human trafficking) yang korbannya adalah anak-anak 

dibawah usia 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum 

internasional dan hukum nasional Indonesia. Ketentuan kerjasama 

antar negara dalam memberantas dan menanggulangi child 

trafficking merupakan amanat dari Pasal 9 Protocol to Prevent, 

Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and 

Children, Pasal 34 dan Pasal 35 Konvensi PBB tentang Hak Anak 

serta Pasal 59 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Indonesia telah 

melaksanakan ketentuan-ketentuan kerjasama tersebut dalam 

kerangka kerjasama multilateral, regional dan bilateral. Kerjasama 

tersebut memang belum memberantas praktik child trafficking 

secara maksimal, namun telah berhasil meningkatkan posisi 

Indonesia dari Tier 3 menjadi Tier 2 dalam penanggulangan 

perdagangan manusia. 

2. Suatu dokumen perjanjian dikategorikan sebagai perjanjian 

internasional apabila telah memenuhi unsur-unsur perjanjian dalam 
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Konvensi Wina 1969, apapun penamaan yang diberikan 

kepadanya. Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking 

in Persons Especially Women and Children sebagai perjanjian 

internasional memiliki kekuatan hukum di wilayah nasional 

Indonesia karena dibuat dan disahkan menurut ketentuan perjanjian 

internasional dalam UUDNRI 1945 dan UU No. 24 tahun 2000. 

Pengesahan protokol ini dilakukan melalui Undang-undang No. 14 

tahun 2009 dan memberikan hak dan kewajiban serta tanggung 

jawab bagi Indonesia untuk melaksanakan amanat-amanat dalam 

protokol tersebut. 

 

B. Saran 

1. Diperlukan komitmen yang lebih kuat bagi Indonesia untuk melakukan 

upaya-upaya dalam memberantas dan menanggulangi perdagangan 

anak (child trafficking) khususnya dengan mengoptimalkan kerjasama 

antar negara-negara pihak Protocol to Prevent, Suppress and Punish 

Trafficking in Persons Especially Women and Children, sehingga 

kasus perdagangan anak Indonesia dapat dicegah dan ditekan 

seminimalis mungkin. Koordinasi antara Indonesia dengan negara-

negara khususnya yang sering dijadikan negara transit maupun negara 

tujuan dalam perdagangan anak harus diperbaiki melalui jalur 

diplomasi yang baik dengan saling menghormati dan menguntungkan 

satu sama lain. 

2. Perlu ditentukan aliran apa yang dianut Indonesia terkait hubungan 

antara hukum internasional dan hukum nasional sehingga status 
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kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum nasional 

Indonesia memiliki kepastian dan tidak lagi menjadi persoalan yang 

diperdebatkan. Serta memperjelas ketentuan pengesahan perjanjian 

internasional melalui Undang-undang atau Peraturan Presiden yang 

dicantumkan dalam UU No. 24 tahun 2000 sehingga tidak 

menimbulkan kerancuan akan kedudukan perjanjian internasional 

dalam hierarki perundang-undangan Indonesia. 
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